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PENUTUP

5.1Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis mengenai putusan

Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.SIk, maka dari penjelasan-penjelasan yang ada pada

bab-bab sebelumnya dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1.

Permohonan penggugat pada perkara 125/Pdt.G/2022/PA.Slk adalah perkara
kumulasi mengenai itsbat nikah dan cerai gugat. Pertimbangan hukum yang
digunakan hakim Pengadilan Agama terhadap putusan
125/Pdt.G/2022/PA.SIk, hakim mempertimbangkan secara hirarki yang
terdapat dalam undang-undang dan juga kemudian yang tidak terdapat dalam
hirarki perundang-undangan, yaitu UU no 7 tahun 1989, ketentuan pasal 149
ayat (1)R.Bg, UU no 1 tahun 1974, instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991,
peraturan MA nomor 3 tahun 2017, UU nomor 48 tahun 2009. Kemudian
dalam mempertimbangkannya hakim juga menggunakan kaedah figh sebagai
bentuk dari pertimbangan sosiologis terhadapat perkara itsbat nikah dan
cerai gugat yang diajukan para pihak yaitu untuk mendahulukan prinsip
mengutamakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Perkara itsbat nikah dan cerai gugat pada putusan nomor
125/Pdt.G/2022/PA.SIk, dalam putusan ini majelis hakim mengabulkan
permohonan itsbat nikah yang pada dasarnya terdapat cacat dalam
perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat sebuah perkawinan.

Sekaligus hakim mengabulkan permohonan penggugat untuk bercerai.

5.2S8aran

Saran penulis perlunya melakukan sosialisasi terhadap dampak yang

ditimbulkan dari perkawinan dibawah tangan, pentingnya mengetahui tentang

wali yang berhak dalam melakukan perkawinan, kemudian betapa pentingnya

melakukan
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pencatatan perkawinan untuk kehidupan yang lebih baik terhadap status
perkawinan itu sendiri.

Disamping itu, kepada majelis hakim Pengadilan Agama sebelum
menjatuhkan putusan hendaknya dalam memeriksa dan memutus suatu perkara
harus lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan apalagi mengenai
perkara itsbat nikah sekaligus cerai gugat supaya tidak menyimpang dari
ketentuan yang berlaku. Kemudian dalam memberikan penetapan atau putusan
juga harus melalui pertimbangan yang didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan
keterangan saksi yang membenarkan telah dilakukannya suatu peristiwa hukum
yang diajukan penetapannya ke Pengadilan Agama, hal ini agar dalam proses
mengambil keputusan hakim benar-benar sudah dengan pertimbangan yang

sesuai dengan ketentuan undang-undang.
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